
BUPATI BINTAN
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TENTAhIG

PENTVELENGGARAAN PELAYAI\.AI\. PIRIZINANT TERPADU SATU PINTUPADA BADAII PENANAIT{AN MODAL DAT,T'TfrONAOSI DAERAH
KABT]PATEN BINTA,N

Mcnimbang :a.

Menghgrt : l.

b.

BUPATI BTNTAIY,

bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi penyele,nggaraan
perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu perlu menytrsun
petuqiuk penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
bahwa dengan terbitrya peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 20il
tentang Pembarran atas perat'rar Daerah Kabupaten Bintan
Nomor 8 Tahun 200g tentang pembenhrkan organisasi Lembaga
Teknis Da€rah Kabupaten Binta,n, maka penyelenggara perayanan
perizinan terpadu satu pintu berada pada Badan penanaman Modal
Dan Promosi Daerah Kabupaten Bintan;

babwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, maka perlu
ditetqpkan dengan peraturan Bupati Bintan" te,lrtang

Penyelenggaraan Pelayanan psrizinan Terpadu satu pintu wda
Badan Penanaman Modal Dan pr,omosi Daerah Kabryaten Bintan.

undaag-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pe,nrbentukan

Daeratr otonom Kabupaten dalam Linghrngan Da€rah propinsi

stmatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1956 Nomor 25, Tambalran kmbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 389Q;

undang-undang Nomor 28 Tahtm 1999 tentang penyerengaraan

Negara Yang B€rsih den Bebas dari Konrpsi, Korusi dm
Nepotime (Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3851);

2.



3. undang-undang Nornor 25 Tat'*r zwz twtang pembent'kan
Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor tl, Tambahan L€m.baran Negara Repubrik
IndonesiaNomor 4237);

undarg-undang Nomor l7 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Repubtik Indonesia Tatryr+ 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Repubrik Indonesia Nomor azg6);
undang'uodang Nomor I Tahun 20& tentang perbendatraraan

Negara (Lembrao Negara Republik Indonesia Tahun 2w
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Rqpublik Indonesia
Nomor4355);

undang-undang Nomor 12 Tahrm 20r l tentang pembmtukan

Perat,ran Perundang-undangan (tembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2004 Nomor 2, Tambahan Lembarm Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

undang-undang Nomor 32 Tahm 2004 tentang pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20M
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor #l37)
sebagaimma telatr diubah kedua kalinya deirgan undang-undang
Nomor 2 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua atas undang-
Undang Nomor 32 Tahm 20M tentang pem€rirtahan Daerah
(Lembaran Negaa Republik Indonesia Tahun 200g Nomor 59,
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4s44)

undangundang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan

Keumgian anffa Pemerintah Pusat dan Da€rah (Le,mbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 20M Nomor 126, Tanrbahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor aa38);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang peiubahan

Nama Kabupaten Kepulauan Riau Menjadi Kabupaten Bintan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2006 Nomor 16,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4605 );
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang pembagian

unrsan Pemerintahan antara Pemerintalu pemerintah Da€rah

Propinsi, dan Pernerintah Daerah Kabupaten / Kota ( Lernbaraa

Negara Republik Indonesia Tahrm 2007 Nomor 92, Tambahan

Lenrbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 );
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10.



11.

12.

13.

14.

Peraturarr pcmcrintah Nnmor 41 
'ut*rn 

zoo7 tentng organisasi
Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 89, Tambarran Lqnbaran Negara Republik trndonesia
Nomor 4741);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 re,ntang
Pedoman Penyelenggaraan pelayanan Terpadu Satu pintu;

Perduran Menteri Dalanr Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang
Pefimjuk reknis Penataari organisasi perangk{-Daerarr 

;

Peraturan Daeratr Knbupaten Bintan Nomor 9 Tat*rn 20r l tentang
Pembahan atas Perat'ran Daerah Kabupden Bintan Nomor g

Tahun 2008 tentang pembentukan organisasi Lembaga Teknis
Da€rah Kabupaten Bintan (L€mbaran Da€rah Kabupaten Bintan
Tahun 201I Nomor 9).

Menetepken

MEMTIIUSKAN I

: PERATURAN BUPATI TENTAIIG
PELAYA}IAI\T PERIZINAIT TERPAI}U
BAI'AhI PENANAMAN MODAL DAI\[
I(ABUPATEN BINTAN

PEI\TYELENGGARAAN
SATU PINTU PAI}A
PROMOSI DAERAH

BAB I
KETENTUA}I UMUM

Pasal I
Dalam Peratuian Btrpati ini yang dimalaud dengan :

l. Da€rah adalah Kabupaten Bintan

2. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bintan

3. Badan Penanaman Modal Dan Promosi Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BpMpD
adatah BadanPenanaman Modat Dan promosi Daerah Kabupafen Bintan;

4. Kepala Badan adalah Kepala Bsdan Peuanaman Modal Dao Promosi Daerah Kabupaten

Bintan;

Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan da€rah

dau perafinan lainnya yang menpakm bukti legalitas, menyatakm sah atau diperbolehkan

seseorang atau badan unfuk melalnrkan usaha atau kegiatan tertentu.

Perizinan adalah pemberian legalitas kepada s€seoftmg atau pelaku usahalkegriatan terteNrtu,

baik datam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan

dan non perizinan yang p'rCIses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke rahap

terbitnya dokumen dilakukau dalam satu t€mpat.

5.

7.



EAD II
JEMS PERIZINAI\I DAIY NON PERIZINAIY

pasel2 
(

(l) Je|ds Pelayaoan Perizinan Terpadu satu Pintu yang diselenggarakan oleb BpMpD adalahsebagai berikut :

1. Izin Usaha Indushi $JI)
2. Izin perluasan Indusfti (IpI)

3. Tanda Daftar Industri

4. penetujuan prinsip Indus8i

5. TandaDaftarperusahaan(mp)

6. Tanda Daftar Gudang GDG)
7. Surat lzrn Usahe perdagangan (Srup)

8. Srnat Izin Tempat Usaha (Sm,
v g. Izin Mendirikan Bangunan (MB)

10. Surat lzin Usatra Jasa Korutnrksi (SruJK)

11. Izin Gangguan

12. Izin Memperkdakan Ten4ga Asing flMTA) perpaqiangan

13. Izin Lembaga pelatihan Kerja/Kursus

14. Izin Lokasi 0L)
15. Tanda Daftar Us$a pariwisata (TDtip)

16, guat rzin pemanfaatan Air (SIPA)

17. Izin Usaha Ketenaga listrikan

18. IzinPenggalian

19. Izin Timbun
v 24. Izin Rumah Bersalin

21. Izin Balai Pengobatan

22. Izin praktek Bidan

23. Izin Praktek Perawat

24. Izin Tabib

25. Izin Shinse

26. IzinAkupuntrn

27. IzinTukang grgr

28. K*erangan/Scrtifikasi Laik Sehat (liemp* Pengelolnhan makanan" minumarl jasa

bogA restoran dannrmah makanan

29. Izin Oprasional Pemberantasan hama

30. IzinApotek

31. Izin Toko Obat

32. Izin Air Minum Dalam Kemasan



33. sertifikasi produksi puryan Indusbi Rumah rangga (P_IRT)
34. Izin Usaha Angl$tan Darat dan Laut \
35. Izin Trayek Angkutan Darat

36. Izin Operasi Angletan Darat

37. Izin Usalra pelayaran (SIUpp)

38. Izin operasi perusahaan Non pelayaran (slopNp)
39' Izin usaha perusahaan pelayaran Rakyat (sruppER)
40. Izin Usaha Jasa pengurusan Tranportasi (JpT)

4t. Izin Usatra Ekspedisi Muatan Kapal Laut @MKL)
42, Izin Usaha Tally

43. Izin Usatra Depo peti Kenras

44. Izin Lokasi pelabtrhan

45. Itzin pembangunan pelabuhan
\-/ 

46. Izin Operasional pelabrrhan

47. Izin Kerja KEruk dan Reklamasi pada pelabuhan

48. Izin Lokasi Pelabuhan Khusus Iaut untuk Pelayanan Angkutan Laut
49. Izin Usaha Salvage dan/atau pekerjaan Bawat Air
50. Persetujuan Kegiatan salv4ge dan/ataupekerjaan Bawah Air
51. Persetujuan Kerja sarrra Operasi (Joint Operasional) kegiatan Salv4ge dan/atau

pekerjaan bawah air

52. Persetujuan Pennbangunan dan/atau Pemasangan Konstnrksi dan/atau Instalasi Bawatr

Air

53. Izin Penggrmaan Fasilitas disisi Air
54. Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan (IIJPK)

55. Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan (II'IPJL)

56. Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Otahan (I?TKO)

57. Izin Perkebunan

58, Izin Usaha Perkebrman

59. Izin Praktek Dokter Hewan

60. Izin Klinik Hewan

61. rzirr kiodp€ngtrer BBM

62. Pengalokasian BBM

63. Izin Pangkalan Gas

&. Izin Penimbunan BBM

(2) Pelayanan Perizinan yang dilaksanakan oleh BPMPD adalah semuajenis perizinan dan non

perizinan sebagaimana pada ayat (t) tersebut, termasuk PMA/PMDN, Non PMAIPMDN

serta bentuk badan usaha lainnya



BAB ITI
PROSES' WAKTU I}AN BIAYA PEITYELENCGARAAN PELAYANAN PERIANAN

\

Pasal 3

(l) Pengolahan dokumen persyaratan perizinan mulai dari t4hap permohonan sarrpai dengan
terbitrya dokumen dilakukan secam terpadu satu pintu;

(2) koses penyelenggaraan pelayanan perizinan dilakulm unhrk satu jenis psrizinan tfielrtu
atau perizinan paralel;

(3) Proses pedzinan dapat dilakukan apabila persyaratan pnzlnnleirgkap;

(a) Bupati melimpahkan kewenangan kepada Kepala Badan rmtuk menandatangani sel'nrh
dokumen perizinan sebagaimana pasal z ayat (l) kecuali Izin Lokasi.

Pasol4

(l) Pemeriksaan teknis di lapangan dilah*ao oleh Tim Kerja Teknis di bawah koordinasi
Ke'pala Bidang Penanaman Modal dan pelayanan perizinan:

(2) Tim kda teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (l) beranggotakan staf BpMpD dan wakil
dari perangkat da€rab teknis terlcait dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

(3) Tim Kerja teknis sebagaimana dimaksud pda ayr*, (2) memiliki kewenangan 
'nhrkmengambil keputusan datam memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolalnrya

suatu penrrolronan perizinan dan non perizinan;

(4) Tin kerja teknis melaporkan hasil kerjanya kepada kepala badan.

Pasel 5

Jangka wa**rl persyarua4 besaran biaya perizinarl alur prosedur dan dasm 1,okum perizinur
sebagaimanatercanhrm pada lampimn peraturan Bupati ini.

BAB TV

KETERBUIGAN INFORMASI

Prsd S
(l) BPMPD memiliki basis daa dengan menggunakan sisem manaje,nren informasi;

@ Data dari setiap perizinan dan non perizinan yang diselesaikan secara terpadu sat' pintu
disampaikan kepada pema$gkat daemh teknis terlcait setiap bulan



P*$*I7 \
(l) BPMPD unajib menyediakan dan menyebarkan informasi berlcaitan dengan jenis pelayanan

dan persyarataa teknis, melcanisme, penelwuran posisi dokunen pada setiap proses, biaya
dan waldu perizinan dan non perizinan, serta tata c,ara pengaduan yang dilakgkan secara jelas
rnelalui berbagai credie yang mudatr diaksesdan dikstahui oleh masyarakat daa d'nia usahq

(2) Penyebarluasan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (l), dilalcsanrkan oleh BpMpD dengan
meliba*an aparat teknis tsrkait.

Psc.f I

Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan infomrasi jenis pelayanan s6bagaimam dimalcsud dElam
Pasal 7, dapat diakses oleh masyarakat dan dunia usaha.

BABV
PENAIYGANhN PENGADUAN

Pasrl9

BPMPD wajib menyediakan snuiana pe,ngaduan de,ngan m€Nrggunalmn media yang dises'aikandengan kondisi daeratrnya.

Pcsd l0
BPMPD wajib menindaklanjuti pengaduan masyarakat secaxa rcpat, cepat dan memberikan
jawaban serta penyeresaiannya kepada pengadu paling lama r0 (sepuruh) hari kerja.

BAB W
KETENTUAI\T PENUTUP

Prsd ll
Pada saat Perat0ran Bupati Bintan ini mulai berlaku maka peraturan Daerah Kabupaten Bintan
Nomor 15 Tatrun 2009 tentang Penyelenggmaan pelayanan perizirran Terpadu Satu pintu pada
Badan homisi Investasi dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bintan sebagaimana telah
diubatr dengan Peraturan Bupati Nomor 47 tahun 2011 tentang perubahan atas perahrran BupatiNomor 15 Tahrm 2009 tentasg Penyelenggarean pelayanan perizinan Terpadu sat' piritu pada
Badan Promosi Investasi dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bintan dicabut dan
dinyatakm tidak b€rldru



t
I

Pasd 12

Peraturan Bupati ini mulai berraku pada tanggar ditetapkan.

Agar setiap orang dapat rnengetahuiny4 mernerintahkan peraturan Bupati ini
dalaln Berita Daentr Kabupaten Birtan.

Ditehpkandi Kijang
Pada tanggal 06 fanuari ZO|Z

/ .Lwsan

Diundangkan di Kijang
Pada tanggal Jamari 2012
SEKRETARIS DAERAH
IGBUPATEN BINTAN

NE$ru DAERAII I(ABUPATEN BINTAI\I TAIIUN 2012 NOMOR
i

lurr^
In LAMIDI, MM


